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ABSTRAK

Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-X1/2013, MK
tidak lagi berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung, karena
ketentuan Pasal 236C Undang — undang Nomor 12 Tahun 2008 bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945gPasal 157 ayat (1) Undang aatindang Nomor 8 Tahun 2015
menentukan bahy gsaian sengketa B ilihan langsung menjadi

k ) .’ol : s u’&’o‘. penelitian ini adalah
pagaimaga -y 'ﬂ&\'ﬁ’{;i’u *@ R ol daerah

ek

an i ilihan kepala
daerah digmas . pdolinakan penelitian
hukum n@ EAE kaan (11h ‘&' , yaitu metode
pengump — undangan,

penelitian yang

3 d 4‘.'-’ yajikan gambaran
‘ @' a hasil pemilihan

1495" ‘oﬁ va terdapat empat

“pe Jderah di Indonesia
dili sengketa hasil
ahkamah Agung,
ata Usaha Negara
usi sampai dengan
lan khusus yang
atas permasalahan
ngan bertambahnya

nﬂ’ flan pemilihan, maka

serta tulis
digunakan
yang jelas
kepala dae
mekanisme
dengan per
pemilihan

periode di

dan Kasasi
terbentuknyé
menangani ¢
hukum yang
satu lembagailg
lembaga pe

T EEd

Kata Kunci: Kewenang 10 ' Dala Daerah, Badan Peradilan
Khusus.
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ABSTRACT

In accordance from resolution Mahkamah Konstitusi [Constitution Court] number
97/PUU-X1/2013, Mahkamah Kosntitusi didn't authorized more to resolve about
polling dispute of Region Election [Pilkada] directly because regulation in clause
236 C constitution nuymber 12 year 2008 opposite auith UUD NRI year 1945. In

‘ i determine that resolution

s using this law
ithin literature
researchs et . Is research. For
characteri S ‘ at is to provide

descriptio Nin§ dispute for head
district in [|I-" e four mecanisms
dispute sol with peridization

court whic 8d district directly,

they are: e High Court and
Cassation ; € orming particular
court to SOIME i -Is superlati ) , problematic. To
resolve ne gl i ew insti : olving dispute law

election andsk ' pute in future is to
empower Ba fituti ervi o] OW be transformed be
institution w fic i . m—— ilation in clause 157
Constitution nh : ~ JOVARNC d'-‘ major election, and

Keywords: autOFigeo stitution of Particular
Court.
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BAB |

PENDAHULUAN

intahan, olehnya
sanaan kedaulatan

penyelenggaraan

Dewan Perwakilan Rakyat D8 DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, d)
Partai politik dan perseorangan merupakan peserta pemilu, dan e) Tentang
penyelenggara pemilu.” (Gaffar, 2013: 28-29).

Pemilu setelah amandemen ke [II UUD 1945 tahun 2001 lalu

dikatakan Pasal 22E bahwa dipilih secara langsung legislatif (DPR, DPD dan
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DPRD) serta Presiden dan Wakil Presiden. Lain halnya dengan pemilihan

kepala daerah (pilkada) dipilih kata demokratis pada Pasal 18 ayat (4) UUD

1945. Melalui sebuah pilihan politik dan hukum, pembentuk Undang —

membangun rakyat dan nampaknya nanti yang susah juga adalah rakyat itu
sendiri. Oleh karena itu, menyangkut tentang sistem eksekutif ini memang
perlu kita tetapkan secara benar apa yang menurut kata hati kita sekarang
adalah terbaik untuk membangun bangsa dan negara ini. Oleh karena itu kami

melihat, bahwa contoh-contoh yang ada sekarang, kadangkala dengan sistem
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yang tidak langsung itu lalu bisa diatur akhirnya menghasilkan orang yang
punya uanglah yang jadi. Itu adalah suatu fakta seperti itu. Oleh karena itu

kami mengusulkan yang pertama dimana Gubernur, Bupati dan Walikota itu

Rutusan MK Nomor 072-
pangan  dalam

langsung atau

Pilkada juga dimasukkan sebagai sarana pembinaan hak asasi warga
Negara. Olehnya agar hak dari warga Negara dapat terealisasi, kewajiban bagi
pemerintah dalam memastikan pelaksanaan pemilu sesuai mandat dalam
konstitusi. UUD 1945 untuk penegakan hak dari warga negara bahwa pemilu

harus mengikuti asas kedaulatan rakyat bahwa rakyat memiliki kedaulatan,
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hal ini didasari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan “kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang — Undang Dasar”. Oleh

karena itu, seluruh aspek penyelenggaraan pemilu itu sendiri juga harus

Pilkada untuk memilih
dari tingkat
a dipilih secara
“; kesatuan bangsa

& Adanya pemilihan
g terstruktur agar

. Oleh karenanya,

pemilihan kepala

ARNNAEQH Y

baik sangat

poel yang

phdemokrasi. (Suyanto,
adalah salah satu dari
sebagian pe : * penyelenggaraan pilkada.
(KPU) dengan peserta pilkada selalu mengalami dan berpotensi melukai
demokrasi. Sampai Kkini tidak ada kejelasan mengenai pengadilan apa yang
ideal untuk mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah setelah
Mahkamah Konstitusi memberi putusan pilkada itu tidak termasuk pemilihan

umum. (Ayuni, 2018: 200).
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Dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-X1/2013 pada
intinya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam mengatasi sengketa

hasil pilkada. Membuktikan isi dari putusan ini adalah pilkada tidak menjadi

‘ ‘ £045. (_, 2016: 203). Hal
. \!\“ .’a‘ bahwa pemilu
g _@ akil Presiden.
ot u. Jika dicermati
ﬂ .
24C UUD 1945
melainkan hanya
K hanya memiliki
n Wakil Presiden
ulanya Undang —

enjadi kewenangan

enjadi kewenangan

Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah Konstitusi
juga diberi kewenangan untuk memutus sengketa hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah (Pemilukada). Alhasil secara hukum, setelah adanya Undang —
undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Undang — undang Nomor 12 Tahun 2008,

maka MK punya legitimasi dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan
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Umum (PHPU) Kepala Daerah adalah sah dan legal. (Suparto, 2012: 104).
Demi menghindari keraguan, ketidakpastian hukum, dan kekosongan lembaga

yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada karena tidak ada

ap menjadi kewenangan

‘ ‘ “““‘ .90 Q. khusus untuk

khusus ini diartikan sebelum pemilihan serentak nasional. Tetapi masih belum
adanya peradilan khusus, Mahkamah Konstitusi tetap memiliki wewenang
dalam mengadili perselisihan hasil pemilukada yang termaktub pada Pasal
157 ayat (3) Undang — undang Nomor 8 Tahun 2015 dinyatakan “perkara

perselisinan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili
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oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”
(Harun, 2016: 3). Olehnya penetapan yang diterbitkan komisi pemilihan

umum Provinsi dan atau Kabupaten/kota dapat dimintai pembatalan hasil

dari peserta pemilihan ke

“\“*“‘ .9@‘ hasil _pilkada

penanganan sengketa hasil pemilihan guna menjaga dan menyelamatkan
kualitas Negara hukum.

Semangat pembentukan badan peradilan khusus pemilihan kepala
daerah semakin didukung sejumlah kalangan, tetapi peradilan khusus tersebut

masih dalam tahap perencanaan. Sehingga memerlukan suatu langkah yang
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tepat untuk melakukan strategi pembentukan peradilan khusus yang akan
memiliki kompetensi mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah

serentak nasional yang diprediksi bakal terealisasi bulan November 2024.

Sl

’*0¢

(C

Rflalam menuangkan

egara Penyelesai

Daerah Di Indonesia?
2. Siapakah Lembaga Negara Penyelesai Sengketa Hasil Pemilihan Kepala

Daerah Di Masa Mendatang?
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C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Terdapat tujuan dan manfaat penelitian dalam penelitian yang hendak

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

enimba ilmu dan dapat

jauh tentang lembaga Negara

penyelesai sengketa hasil pemilihan kepala daerah di masa
mendatang.

b. Manfaat praktis

1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam proses keilmuan

dan untuk kepentingan semua pihak yang berkepentingan untuk
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mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan
kepala daerah di Indonesia.

2) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada

ahaman tentang lembaga

‘ ‘ !Q‘i\“ .QO daerah di masa

‘o

‘.

menjadikan NegataMy ' uIe of law. Dinyatakan Indonesia

rule of law telah tertuang pada makna konstitusi. Alhasil setiap kegiatan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus atas dasar peraturan yang
berlaku. Artinya, hukum menjadi alternatif sebagai solusi tindakan dari
persoalan yang berkenaan dengan masalah individu, masyarakat, dan

golongan maupun Negara.

10
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Antara lain, beberapa pernyataan yang mencerminkan bahwa
Indonesia Negara hukum: (a) Negara Indonesia merupakan Negara

hukum, landasan hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; (b) Bab X, Pasal 27

algJa negara bersamaan

m“‘ .Qa junjung hukum

HJ dungi hak asasi
al

lemokratis, maka

4

\‘fﬁ;\\‘%\i\“_\

o
'.

Selain Julius stahl, konsep Negara hukum di Eropa Kontinental
dikembangkan dengan menggunakan bahasa jerman “rechsstaat” oleh
Immanuel Kant, Paul Laband, Fichte dan lainnya. Perkembangan konsep
Negara hukum dalam budaya Anglo Saxon diperkenalkan oleh A. V.

Dicey dalam kata “the rule of law”. Negara hukum menurut A. V. Dicey

11
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meliputi: “supremacy of law, equality before the law and constitution
based on human rights.” (Koentjoro, 2004: 34).

Secara historis, konsep Negara hukum mungkin bervariasi dari konsep

B
> hew

ran Hegelianisme,

akan revolusioner.

manusia. Perlu dicatat bahwa perbedaan yang perlu diperhatikan hanya
terdapat pada setiap aspek sejarah dari masing-masing sejarah dan
perspektif suatu bangsa. Spesialis, seperti Immanuel Kant dan Freidriech

Julis Stahl yang mengatur hukum Eropa Kontinental “rechtsstaat”

12



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

sementara yuris Anglo Saxon semisal Dicey menggunakan bahasa rule of
law. (Prasetyo, 2010: 136).

Di Indonesia penggunaan istilah rechtsstaat artinya sanksi dari

wet®)

hukum tergantung pada

& é ‘ gaimana draft

hukum, maka

jalankan tugasnya.
g independen dan

Wérga atau masyarakat

Demokrasi berasal dari dua istilah Yunani, demos yang artinya rakyat
dan istilah cratein yang artinya kedaulatan. Secara terminologis (istilah),
seperti yang disebut Joseph A. Schemeter, persiapan hukum dalam
membuat kebijakan politik yang mana perseorangan menerima kekuasaan

untuk menetapkan beragam persaingan berdasarkan aspirasi rakyat, itu
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adalah demokrasi. (Tutik, 2010: 65). Menurut Harris Soche, menurutnya
“Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan rakyat, sehingga

kekuasaan pemerintahan terikat pada rakyat, diri orang banyak dan

manajemen yang terbuka, kebebasan individu, peradilan yang bebas,
beberapa partai politik, consensus, persetujuan, pemerintahan yang
konstitusional, ketentuan tentang pendemokrasian, pengawasan terhadap
administrasi Negara, perlindungan hak asasi, adanya mekanisme politik

dan adanya pemerintahan yang mengutamakan musyawarah, adalah

14
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sederet prinsip yang merupakan ciri-ciri terselenggaranya sebuah
demokrasi. (Harahap, 2019: 19).

Menurut Hans Kelsen tentang Negara yang mengedepankan prinsip

’—.
f.v
o
g
i

A,
7
'1

> S

Demokrasi tidak benar-benar ada karena demokrasi tidak selalu sama
di setiap Negara, jadi paling tidak, suatu Negara dikatakan demokratis jika
memenuhi persyaratan seperti yang dinyatakan oleh Bagir Manan: (Al-
Khawarizmi, 2011: 1).

a. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
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b. Ada kebebasan menyatakan pendapat;
c. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;

d. Ada peluang untuk dipilih atau untuk memegang berbagai posisi

memperoleh

&
0 " ﬁlf an kebijakan.
& _
njuk NEgara Indonesia telah

atanegaraan. Salah

judkan kedaulatan

kepada masyarakat, serta memilih wakilnya guna mengawal jalannya
pemerintahan. (Muhammad dan Prasetyo, 2019: 89). Mekanisme ini
sangat penting dalam upaya membangun dan memelihara sistem
demokrasi yang tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substansial.

Melalui pemilihan umum vyang demokratis merupakan prosedur
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demokratis yang harus dijalankan dari, oleh, dan untuk rakyat untuk

membentuk pemerintahan. Alasannya, “suara rakyat” digunakan sebagai

dasar utama pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan.

pemilihan demokrasi

h‘*‘“ .9“ pemerintahan.

ajian sejarah. Pada
basan mendukung

egara  demokrasi,

bahwa pemilihan umum adalah sarana mewujudkan kedaulatan rakyat.
(Respationo, 2013: 356).

Di Indonesia soal sistem pemilu lebih rinci didasarkan pada Undang -
undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berkenaan dengan penyelenggaraan

pemilihan umum dan Undang - undang Nomor 10 Tahun 2016 yang
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berkenaan dengan pemilihan kepala daerah. Pemilihan umum di Indonesia

memiliki bentuk ciri khas berbeda jika disandingkan Negara demokrasi

lain.

yang merupakan

ak tersebut melalui

pelaksanaan prinsip dan pilar demokrasi, tidak hanya dalam pemilu.
Namun, pemilihan umum mempunyai implikasi signifikan bagi proses
dinamika Negara. (Tutik, 2010: 165).

Kegiatan pemilu juga menjadi urgen dalam pemenuhan hak politik

warga Negara. Olehnya, dalam penerapan hak warga Negara agar dapat

18
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dilaksanakan dengan baik dan demokratis, pemerintah berkewajiban untuk

memastikan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan jadwal konstitusi

yang ditetapkan. Pemilihan umum terbukti menjadi jembatan untuk

lembaga perwakilan; (3) uk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
dan (4) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara.
(Asshiddiqie, 2007: 754 ).

Memasuki era reformasi terjadi perubahan dalam UUD 1945, antara

lain adalah perubahan proses langsung dalam pemilihan Presiden dan
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Wakil Presiden dan legislatif. Ada beberapa cara untuk menunjuk kepala
pemerintahan dan pejabat suatu Negara. Salah satu pemenuhan pemilihan

umum adalah posisi yang dikategorikan sebagai posisi politik. Pejabat

meliputi Presiden dan

?““ .93 gmilihan kepala

15, secara hukum

ilu. Ketentuan ini

Pasal 22E tentang pemilu langsung dilakukan kepada Presiden dan
Wakil Presiden mengikuti pemilihan anggota badan legislatif. Adapun
ditegaskan kepala daerah yang didasari Undang — undang Nomor 32
Tahun 2004 ditetapkan dipilih langsung. Timbul tanda tanya kenapa

adanya aturan yang berlainan antara pemilihan kepala daerah dengan
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pemilihan legislatif dan presiden? Sebab waktu pembahasan atas
perubahan Pasal 22E terjadi pada 2001 saat amandemen ke 111 UUD 1945.

Pada amandemen ke Il UUD 1945, pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tahun

072-073/PUU-11/2004 pada intinya legislator diberi kewenangan dalam
menentukan pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui langsung atau
tidak. (Gaffar, 2013: 95).

Pemilihan kepala daerah langsung adalah salah satu pemilihan paling

populer bagi pejabat Negara yang dipilih secara demokratis. Mekanisme
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pemenuhan fungsi kepala daerah dilakukan dengan cara dipilih secara
demokratis. Artinya mereka dipilih langsung oleh rakyat atau oleh DPRD.

Konotasi rakyat langsung memilih merupakan demokratis, jadi dipilih

engisi  posisi  di

pbagai bagian dari

lagi berlaku untuk pemilukada, tetapi untuk “Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota”. Undang — undang Nomor 22 Tahun 2014 juga
menyebutkan “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota” walaupun

hanya berlaku 1 hari karena dicabut oleh Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang — undang Nomor 1 Tahun 2014. Meski prosedur pemilihan umum
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tidak lagi langsung, namun mengguanakan kata-kata yang sama. Kata

yang sama berlaku untuk pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pilkada kembali ditentukan berpasangan berdasarkan Undang — undang

Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.” Sementara untuk pejabat politik daerah diatur dalam ketentuan

Undang — undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 1 butir 1 “Pemilihan
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Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil serta Walikota dan Wakil yang
selanjutnya disebut pemilihan”. Penyelenggaraan kekuasaan rakyat secara

langsung dan demokratis melibatkan Gubernur, Bupati dan Walikota.

anaan pemilu serentak

‘ ‘ E‘\“‘ .'0@ atak pada bulan

Wakilnya serta Walikota dan Wakilnya hasil pemilihan tahun 2018.
Ketujuh, pemilihan serentak pada tahun 2027 untuk Gubernur dan
Wakilnya, Bupati dan Wakilnya serta Walikota dan Wakilnya di seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” (Widodo, 2017: 14).
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Namun, ada beberapa kepala daerah yang telah menyelesaikan masa
jabatannya dengan mengadakan pemilihan di tingkat yang sama, tetapi

sejauh ini belum ada pemilihan yang diselenggarakan sehingga

Negara atau oleh dan untuk masyarakat. (Suparto, 2020: 164). Lembaga
Negara yang dimaksud adalah lembaga yang menjadi penyelesai sengketa
hasil pemilihan kepala daerah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyelesai adalah

sesuatu yang menunjukan subjek dalam menyelesaikan pekerjaan dan
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sebagainya yang memiliki arti bahwa penyelesai dapat menyatakan nama dari
subjek dan tempat. Penyelesai yang dimaksud adalah proses menyelesaikan

sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

4
»
o
g
| ”

v

3\

1. Jenis dan Sifat Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif
yaitu penelitian hukum kepustakaan (library research), yaitu metode

pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, Peraturan Perundang —

26



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

undangan, serta tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian ini.
(Soekanto dan mamuddji, 2003: 23).

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif

<

AR

)
<

bahan hukum primer,” merupakan bahan hukum vyang Dbersifat
autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari Perundang —
undangan, dan putusan-putusan hakim. (Marzuki, 2005 : 181). Data
penulis perolenh pada hasil penelusuran perpustakaan terhadap

Peraturan Perundang — undangan terkait, meliputi:
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1) Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang — undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah;

ane adang NQ Tentang Penyelenggara
RIS S R

g Pemerintahan

Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang — undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat

diperluas atau ditambah serta memberikan gambaran tentang bahan
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hukum primer berupa hasil penelitian, makalah, jurnal, surat kabar,
buku-buku literatur khususnya berkenaan dengan objek penulisan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

asi untuk memberikan

an dibahas dengan
gfidiskripsikan atau
ara data dengan
li dan hasil analisis

ang sederhana dan

ketentuan hukum yang bersifat khusus. Untuk menggambarkan secara
jelas mengenai Lembaga Negara Penyelesai Sengketa Hasil Pemilihan

Kepala Daerah Di Indonesia.
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BAB I1

TINJAUAN UMUM

A. Pemilihan Kepala Daerah

demokrasi, pilkada

Pertama, sistem demokrasi langsung melalui pilkada langsung akan
membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses
demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal

dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan
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kuasa untuk menentukan rekruitmen politik di tangan segelintir orang di
DPRD (oligarkis).

Kedua, dari sisi kompetensi politik. Pilkada langsung memungkinkan

cbar prefese “ Kandidat berkompetensi
\‘““ .0 \g sering terjadi
erikan sejumlah

asi perwakilan

jalf, seperti; praktik

eluang bagi warga

baik tanpa harus

Keempat, pilkada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan
figur pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimate. Karena, melalui
pilkada langsung, kepala daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada
warga dibandingkan pada segelintir elite di DPRD. Dengan demikian, pilkada

mempunyai sejumlah manfaat, berkaitan dengan peningkatan kualitas
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tanggung jawab pemerintah daerah pada warganya yang pada akhirnya akan
mendekatkan kepala daerah dengan masyarakat.

Kelima, kepala daerah yang terpilih melalui pilkada langsung akan

K ‘ erbangun perimbangan
““ .0‘ dengan DPRD.

aan kekuasaan

ndang Nomor 32

A Pasal 65 dan 66,

pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan
pelantikan. (Pasal 5 Undang — undang Nomor 8 Tahun 2015).

Sebagai arena pembelajaran demokrasi, pilkada langsung diharapkan
akan membawa banyak manfaat bagi perkembangan demokrasi, tatanan

pemerintahan daerah, dan kinerja lembaga-lembaga politik yang ada di
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daerah. Ada tiga tujuan mendasar mengapa pilkada diselenggarakan secara
langsung : (Suparno, 2018: 4) Tujuan tersebut adalah; (1) Untuk membangun

demokrasi tingkat lokal. Melalui pilkada secara langsung diharapkan aspirasi

‘ ‘ gpala daerah terpilih; (2)
‘ ‘m“‘ .Qa al democratic
: a kepentingan

Paga politik lokal.

Tahun 2004, di antaranya; (1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2)
Setia kepada Pancasila, UUD 1945, cita- cita Proklamasi 17 Agustus 1945,
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) Pendidikan sekurang-kurangnya

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat; (4) Usia sekurang-kurangnya

30 tahun; (5) Sehat jasmani dan rohani; dan (6) Tidak pernah dijatuhi
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hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan dengan kekuatan

hukum tetap karena tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau

lebih.

g, pilkada yaitu; (1) Masa

“?““‘ ..& cepala daerah

(KPUD). (Pasal 4 dan Pasal 5 Undang — undang Nomor 1 Tahun 2015).

Di tingkat Provinsi, pilkada dilaksanakan untuk memilih Gubernur dan
Wakil Gubernur dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di Provinsi
setempat. Adapun di tingkat kota dan kabupaten, pilkada dilaksanakan untuk

memilih Walikota dan Bupati beserta wakilnya dalam satu paket pasangan.
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Mereka memiliki tugas dan kewenangan dalam memimpin penyelenggaraan

daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD.

. Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

pagan konflik. (Spangler,

“‘h\“‘ .Qg terjadi dalam

grdPa faktor seperti
tidakpuasan hasil

adanya tranparansi

oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat
subjektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun
kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi
conflict of interest. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan

ketidakpuasannya pada pihak kedua. Apabila pihak kedua dapat menanggapi
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dan memuaskan pihak pertama, selesailah permasalahan tersebut. Sebaliknya,

jika reaksi dari pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki

nilai-nilai yang berbeda, terjadi apa yang dinamakan dengan sengketa.

-kelompok yang
npunyai hubungan
yang menimbulkan

lain, Ali Achmat

beberapa elemen antara lain; Adanya dua pihak atau lebih; (2) Adanya
hubungan atau kepentingan yang sama terhadap objek tertentu; (3) Adanya
pertentangan dan perbedaan persepsi; dan (4) Adanya akibat hukum.

(Wiranto, 2011: 2).
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Munculnya sengketa jika salah satu pihak menghendaki pihak lain

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku

demikian. Pencarian berbagai jenis proses dan metode untuk menyelesaikan

Berbagai model
dijadikan acuan

al itu membawa

terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antar
peserta pemilihan atau antara peserta pemilihan dengan penyelenggara
pemilihan dan keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.

(Peraturan Bawaslu Pasal 2 ayat 2 Nomor 8 Tahun 2015).
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Namun dari kedua defenisi umum dan sfesifik tersebut, tetap ada
kesamanaan unsurnya yaitu adanya dua pihak atau lebih, adanya hubungan

dengan masalah atau objek tertentu, adanya pertentangan/pengakuan

013: 34).
istrasi yang diatur
afifperwujudan Negara

agi masyarakat untuk

norma penyelesaian sengketa difahirkan oleh pembentuk Undang — undang.

. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Beberapa Negara

Ternyata Negara-negara penganut demokratis di dunia ini memiliki

mekanisme yang cukup bervariasi dalam menyelesaikan sengketa pemilu.
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Sengketa tersebut merupakan implikasi dari timbulnya permasalahan-
permasalahan yang timbul dalam pemilu.

Topo Santoso berpendapat bahwa apa yang disebut sengketa dalam

ST, 5 |

asil pero ﬂl Suara. Mengingat

A

akupan dan ruang

lahan yang terjadi

CACINA

iperlukan. Istilah

pelanggaran yang

AR ALRANY

: <

Ao, €
B

QXJ

D

D

5

3

3,

c

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus perselisihan hasil pemilu.
Kewenangan ini dijabarkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang — undang Nomor
24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah

dengan Undang — undang Nomor 8 Tahun 2011 (UU MK) dan pasal 29 ayat
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(1) huruf d Undang — undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman.

Dalam perkembangan politik ketatanegaraan, pengertian pemilu telah

Austria, terdiri atas; (i) Sengketa pemilu (dalam pengertian sempit); (ii)
Permohonan atas kehilangan keanggotaan parlemen; dan (iii) Permohonan
atas keberatan hasil referendum. Konstitusi mengatur bahwa pihak yang
merasa dirugikan atas hasil pemilu dapat mengajukan permohonan sengketa

pemilu dengan dasar adanya kesalahan prosedur dalam pemungutan dan
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penghitungan suara yang mempengaruhi hasil akhir. Pengaturan tentang
penyelesaian sengketa pemilu diatur lebih lanjut dalam Undang — undang MK

Austria (Verfassungsgerichtshofgesetz). Pihak yang dirugikan atau pihak yang

apat bahwa telah

enghitungan suara

3 EL T

Ilang. Pelaksanaan

tana

of the Bundestag. It shall also decide whether a Member has lost his seat; and
(2) Complaints against such decisions of the Bundestag may be lodged with
the Federal Constitutional Court.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut ini, maka dapat dikatakan bahwa

kewenangan Mahkamah Konstitusi Jerman terkait dengan sengketa pemilu
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adalah memeriksa hasil pemilu. Dalam hal ini, jika yang mengajukan

keberatan hasil pemilu itu adalah parlemen, maka dibentuklah komisi khusus

di parlemen yang berwenang untuk memeriksa hasil pemilu tersebut, yang

pemilu berada di Amerika Latin seperti Mexico (The Electoral Tribunal of the
Federal Judiciary) dan Brazil (The Supreme Electoral Court). (Istigomah,
2010: 1)

Sistem penanganan sengketa pemilu di Brasil termasuk sistem yang

paling efektif di dunia. Hal ini terlihat melalui ketentuan-ketentuan yang
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diatur secara tegas, baik dalam Konstitusi dan Undang — undang Pemilunya.
Keanggotaan Superior Electoral Court (SEC), terdiri dari 7 (tujuh) hakim

yang diangkat melalui pemilihan secara rahasia dan penunjukan oleh

Presiden. 2 “
o™
<

berke gta Negara dan memiliki

LTSS W "

3

Y
&
&
-~ pat selama jangka

periode berturut-

AN

~
=

enang yang luas,
Sebagai lembaga

annya antara lain

hdcy E L

pe presiden dan wakil

berkaitan dengan masalah-masalah pemilu, mengesahkan perhitungan suara,
serta mengambil tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk
melaksanakan Undang — undang pemilu. (Bisariyadi, 2012: 550-551).

Di Negara Meksiko, Sebagai hasil dari reformasi konstitusional yang

menyeluruh, pada tahun 1996, dibentuk pengadilan pemilu pada Pengadilan
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Federal (Electoral Court of the Federal Judiciary, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federacion, -TEPJF-). TEPJF mempunyai tanggung

jawab untuk menegakkan Undang — undang Pemilu bersama dengan badan

eral atau _Eee Y al Institute (IFE). Dalam
=r&“ 0@ 0 pemilu yang
yuridis untuk
- an hasil pemilu.
60 paragraf 2 dan
n Pemilu Federal

ercayaan terhadap

AtAaaa

=

esiden tahun 2006

Sany

sengketa Pemilu presiden ditangani langsung oleh MA, sedangkan Pemilu
lainnya ditangani oleh pengadilan banding. Namun, putusan pengadilan
tersebut dapat diajukan upaya hukum ke MA. Ada pula MA yang membentuk

kamar khusus untuk menangani sengketa Pemilu. Misalnya MA Nepal yang
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membentuk Constituent Assembly Court, khusus untuk menangani sengketa
Pemilu parlemen pusat. (Gaffar 2013: 67).

Pengadilan Pemilu Inggris sebagaimana diatur dalam Representation

strasi, yaitu badan

pemilu. Misalnya di

keberatan atau gugatan yang terjadi dalam pemilu, selain fungsinya sebagai
penyelenggara pemilu. Walaupun COMELEC mengandalkan manfaat yang
coba diraih dari otomasi Pemilu, namun ternyata mereka belum cukup siap

dalam sistem penanganan keberatan yang menyediakan tindakan perbaikan
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yang memadai, transparan, terpercaya dan tepat waktu bagi mereka yang
mempertanyakan hasil Pemilu.

Berkenaan dengan fungsi semi peradilan, Comelec diberikan

eluruh bentuk keberatan

‘-ﬁ? pungan dengan

digaris bawahi berkenaan dengan kewenangan yang dimiliki Comelec adalah
lembaga ini dapat menyelesaikan sengketa pemilu hanya pada pemilu untuk
pemilu tertentu, yaitu untuk pemilu Barangay, pemilu Walikota, pemilu
Gubernur. Sedangkan keberatan yang berkenaan dengan pemilu legislatif

maka penyelesaian sengketanya melalui Pengadilan Pemilu khusus-
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Pengadilan Pemilu DPR (the House of Representatives Electoral Tribunal —
HRET) untuk keberatan yang diajukan anggota DPR, sedangkan Senat

diselesaikan oleh Senate Electoral Tribunal — SET. Selanjutnya, untuk pemilu

Presiden ' alu al Tribunal — PET yang

‘ ‘ E W\\“ .0‘ dengan hasil
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Tabel C.1

rong kekuatan
afg tidak sepakat
™ Keputusan  yang
adan  peradilan
yakan kapasitas
mparsialitas  badan

dalam masalah-
hukum  politik

0 bahwa kekuatan
menunjuk hakim
kan kriteria politik,
berdasarkan

kerja,
I, dan
pihak yang

Dapat membuat pengadilan
tinggi kehilangan
kewibawaan jika kekuatan
politik yang kalah
mempertanyakan keputusan
yang dibuat

(@) Pengadilan
Umum Yang
Merupakan
Cabang
Kekuasaan
Kehakiman

Mereflksikan aspek yudisial
sengketa  pemilu  yang
penyelesaiannya
dipercayakan kepada badan
peradilan yang lebih
berpengalaman

Dapat memperburuk citra
sistem keadilan pemilu di
negara berkembang yang
lembaga kehakimannya
tidak berwibawa atau tidak
independen
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NNNNT R ARNNN Y

N

(c) Pengadilan
Tata Usaha
Negara

Tidak menelan biaya besar
karena tidak perlu
membentuk lembaga baru

Pemilihan hakim

pengadilan tanpa
melibatkan parlemen akan
mengurangi konsensus
politik

%
%

mempercayakan
penyelesaiannya kepada
pengadilan  tata  usaha
negara yang paling
berpengalaman

elimnya sudah ada
dari  badan
lain, waktu akan
endala, dan dapat
é'! ruhi kualitas
dan tidak
putusan dapat

i citra sistem

8l pemilu di negara
egabang yang
3 konstitusinya

anyak memainkan

Dapat menurunkan wibawa
pengadilan tata usaha jika
kekuatan politik yang kalah
mempertanyakan keputusan
yang dibuat
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Penyelenggara
Pemilu Dengan
Kekuasaan
Kehakiman

Tidak menelan biaya besar
karena tidak perlu
membentuk lembaga baru

Keputusan yang dibuat
tidak selalu tepat waktu
karena perkara yang harus
ditangani pengadilan sangat
banyak

Pemilihan hakim
agadilan tata usaha yang
melibatkan  dewan
akan
konsensus

antara
penyelenggara
an  pengadilan

biaya lebih besar
arus membentuk
pemilu yang

laSatkan pada
grtiffibangan partisan

biaya pemilu

badan
yang bertanggung jawab
atas seluruh proses pemilu,
dan fokus pada penetapan
anggota dan mandat

Adanya konsentrasi
kewenangan  pemilu di
sebuah  badan  tunggal
sehingga ada risiko
penyalahgunaan kekuasaan
jika tidak ada pengecekan
oleh badan lain
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%

Mengingkari  hak  asasi
manusia internasional untuk
mendapatkan penyelesaian
hukum melalui pengadilan
yang independen  dan
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BAB IlI

HASIL DAN PEMBAHASAN

dak dapat dihindari.

r 4
deng@an penyelenggara
v

hak-hak masyarakat dalam piiaela” tetap terjaga dan memastikan kesalahan
tidak terjadi. Di sisi lain, ketika suatu kecurangan atau pelanggaran terjadi,
maka sistem keadilan pilkada yang dibangun haruslah mampu menyelesaikan
dan memberikan pemulihan atas kerugian yang telah dialami. Oleh karena itu,

dalam perspektif hak asasi manusia, keberadaan sistem keadilan pemilu tidak
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hanya sebatas untuk menyelesaikan sengketa-sengketa pilkada, melainkan
melindungi hak politik dan hak pilih dari warga Negara. Dalam hal ini, sistem

keadilan pilkada hanya melindungi hak-hak politik dasar, seperti hak untuk

“‘ gseta lende ‘\ perserikat dan berafiliasi,
‘\h\‘t‘ .*9@ ggiatan publik,
. ; ‘ an berpendapat,

gk menyampaikan

" Ikan istilah sistem
b S
keadilar

amtpemilu adalah suatu

Sistem keadilan pemilu adalah instrument kunci dari Negara hukum (rule of
law) dan garansi utama dari pelaksanaan prinsip demokrasi untuk menjaga
kebebasan dan keadilan pemilu.

Mengingat luasnya pengertian mekanisme penyelesaian sengketa di

atas, bagian ini akan fokus membahas mengenai keberadaan suatu organisasi

53



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

atau lembaga yang berwenang membuat keputusan terhadap sengketa

kepemiluan yang muncul.

Jika dikaitkan lebih jauh dengan prinsip-prinsip Negara hukum,

1. Peradilan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia
a. Periodisasi Peradilan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah
Terdapat empat periodisasi peradilan yang diberi wewenang
untuk mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah secara

langsung, yakni: periode di Mahkamah Agung (2005 — 2008), periode
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di Mahkamah Konstitusi (2008 — 2014), periode di Pengadilan Tinggi
dan kasasi ke Mahkamah Agung (2014 — 2015), periode di Mahkamah

Konstitusi (2015) sampai dengan terbentuknya peradilan khusus.

k pertama kali

a pada tanggal 1

s A 30 )
an =

S
o
i)
QD
wn
=3
©
N
2
QD
5
~
=)

pilkada Provinsi, keberatan
diajukan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi yang
membawahi wilayah hukum Provinsi tempat penyelenggaraan
pilkada. Adapun terhadap kewenangan penyelesaian perselisihan
hasil penghitungan suara pilkada Kabupaten/kota, Mahkamah

Agung mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi di wilayah
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Provinsi tempat penyelenggaraan pilkada. Pengajuan keberatan
kepada pengadilan tinggi disampaikan melalui pengadilan Negeri

yang membawahi wilayah hukum Kabupaten atau Kota tempat

oleh Pengadilan Negeri, untuk pilkada Kabupaten/kota, atau
Pengadilan Tinggi, untuk pilkada Provinsi. Putusan pengadilan
atas sengketa hasil penghitungan suara pilkada Kabupaten dan
Kota bersifat final dan mengikat. (Pasal 94 Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan
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Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah).

Tata cara penyelesaian sengketa atas keberatan terhadap

pemohon atau kuasa hukumnya dengan dilengkapi bukti-bukti
pendukung, baik asli atau foto copy yang telah dilegalisir beserta
nama saksi yang akan dihadirkan, dan dibuat dalam rangkap 7
(tujuh). Isi permohonan keberatan wajib menguraikan dengan jelas

dan rinci tentang:
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a) Kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh

termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut

pemohon;

‘ genghitungan suara yang
“‘ .& a itungan suara

(5) Peraturan

akim yang terdiri
lah tersebut tidak

terdiri atas 3 (tiga)

Tahun 2009).

Proses pemeriksaan perkara dalam perselisihan hasil pilkada
sama dengan pemeriksaan dalam sidang perkara perdata, meliputi
pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan, putusan hakim,

dan pelaksanaan putusan. (Widodo, 2017: 20).
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Dalam hukum acara perdata, terhadap putusan pengadilan
tinggi dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Terhadap

putusan Mahkamah Agung masih dapat diajukan upaya hukum

erhadap putusan
tingkat Provinsi,
embali. Mengapa?
erkara perselisihan
(Pasal 4 ayat (b)
2005, jo. Pasal 94

2005, dan jo. Pasal

kembali. Selama kurun waktu sejak tahun 2005 sampai dengan
2008 Mahkamah Agung telah memeriksa dan memutus perkara
perselisinan hasil pilkada sebanyak 97 perkara yang meliputi
upaya hukum kasasi sebanyak 24 dan upaya hukum peninjauan

kembali sebanyak 73 perkara. (Mahkamah Agung, 2008: 39).
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Dalam berbagai putusan Mahkamah Agung maupun
Pengadilan Tinggi, terdapat materi putusan yang melebihi batasan

tersebut. Beberapa putusan yang dianggap kontroversial, di

Kota Depok tahun 2005,

“ “‘.““ .G& awesi Selatan

Depok. Pertama, dari aspek prosedural, Undang — undang Nomor
32 Tahun 2004 tidak membuka pintu upaya hukum. Dalam
perjalanannya, muncul aspek kedua, yakni rasa keadilan. Menurut
Djoko Sarwoko, para hakim agung berpendapat rasa keadilan yang

harus diutamakan. (Widodo, 2017: 24-25). Terbentuknya pintu PK
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tidak terlepas dari kewajiban yang melekat pada diri hakim perdata

yang tidak boleh menolak perkara dan lebih mengedepankan

keadilan daripada kepastian hukum. (Santoso, 2008: 104).

ada Provinsi Sulawesi

BA/XI1/2007, serta memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku
Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang di daerah
Kabupaten Halmahera Barat, khususnya Kecamatan Djailolo,

Kecamatan Ibu Selatan dan Kecamatan Suhu Timur dengan
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mengikuti prosedur yang benar dalam waktu satu bulan. (Widodo,
2017: 26).

Mahkamah Agung menyadari putusan yang ultra petita

9@ asil pilkada ke
# o

4{e "; sal 236C Undang
an  diterbitkannya

tang Pengalihan

menentukan  bahwa

2008, dipertegas dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang

—undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan pemilu

mendasarkan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Adapun

kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilukada
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didasari pada Pasal 236C Undang — undang Nomor 12 Tahun
2008.

Untuk menjalankan kewenangannya mengadili perselisihan

eristik khusus dari sisi

eberatan diajukan

dalam pemilukada

kepala daerah.

Dalam perkembangannya, wewenang Mahkamah Konstitusi
tidak terbatas pada mengadili perselisihan perbedaan penghitungan
hasil, tetapi juga pelanggaran yang menyebabkan terjadinya

perbedaan penghitungan hasil yang terjadi secara terstruktur,

63



"~
=]
H
g = |
=1
=
-
> S
= =
£ 3
L]
— |
CE
e B
< o
o =
7 =
I~
&
m-ni—
-
Z =
‘E’;
ﬂ.-
=

sistematis dan masif. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

41/PHPU.D-VI1/2008 mengenai perselisinan pemilukada Jawa

Timur).

a Mahkamah Konstitusi

Tata cara penyelesaian sengketa atas keberatan terhadap
penetapan hasil pemilukada, tunduk pada ketentuan peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Beracara Dalam Pekara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepala Daerah. Diketahui bahwasannya Peraturan Mahkamah
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Konstitusi tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan
hasil pemilihan kepala daerah selalu mengalami perubahan guna

menuju perbaikan di sela-sela kelemahan yang selama ini terjadi,

dimulai dari tahun 2008

8: 104). Pemohon

kepala daerah, dan

dasarkan hasil rekapitulasi
Oitetapkan oleh termohon dan
mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang
diajukan oleh pemohon.

Undang - undang Pilkada juga memberikan sejumlah
prosentase ketentuan mengenai selisih suara yang dapat diajukan

ke MK dengan selisih maksimal antara 0,5% sampai 2% sesuai
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jumlah penduduk dan berbeda antara pemilihan Gubernur dengan
pemilihan Bupati, dan Walikota, sebagaimana rincian berikut:

(Pasal 158 ayat (1) dan (2) Undang — undang Nomor 10 Tahun

an Bupati/Walikota
(Jiwa)

\\\“

1 3

<250ribu

250 ribu - 500 ribu

>500- 1juta

>1juta

donesia sebanyak
ateu kuasa hukumnya

ohon. Permohonan

\\\\\\\\\‘

mengenai kesalalfamsRast! penghitungan suara yang ditetapkan oleh
termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut
pemohon. Sedangkan terhadap petitum, memuat permintaan untuk

membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh
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termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar
menurut pemohon.

Susunan persidangan dalam memeriksa perkara keberatan atas

sidangan perkara
ang pendahuluan,
ratan hakim dan

Konstitusi Nomor

Tahun 2009).
Berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditentukan secara limitatif

mengenai putusan mengenai perselisihan hasil pemilukada bersifat
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final dan mengikat. Putusan yang telah diucapkan oleh Mahkamah
Konstitusi harus dilaksanakan oleh semua pihak.
Putusan Mahkamah Konstitusi dinilai inkonstitusional. Hal ini

perbedaan

Tahun 2004

hanya memberi kewenangan
terhadap pemilu. “Secara normatif, MK hanya memiliki
kewenangan atas sengketa hasil Legislatif dan Presiden dan Wakil
Presiden yang dialihkan ke Mahkamah Konstitusi.

Sehingga dalam perkembangannya, Pasal 236C Undang —

undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 29 ayat (1) huruf e
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Undang — undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur eksistensi
Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan mengadili

perselisinan  hasil pemilukada di atas dimohonkan uji

dalam Perkara Nomor
dua Pasal yang
ah Konstitusi
fientangan dengan
tetap berwenang

hukum), sampai

Pemerintahan Daerah. Kedua norma hukum tersebut merubah
pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi tidak langsung
atau dipilih melalui DPRD. Dengan pemilihan tidak langsung,

maka tidak ada ruang penyelesaian sengketa hasil secara spesifik.
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Pemberlakuan kedua Undang — undang tersebut mendapat
penolakan yang meluas terhadap perubahan pemilihan secara tidak

langsung, dan selanjutnya Presiden dengan kewenangannya

an untuk membatalkan

rakyat beserta

sengketa

2009 Tentang Kekuasaan
Nomor 97/PUU-XI1/2013
menyatakan penambahan kewenangan MK untuk mengadili
perkara perselisihan hasil pemilukada dengan memperluas makna
pemilu seperti diatur Pasal 22E UUD 1945 adalah inkonstitusional.
(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-X1/2013 halaman

63).
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Memasuki akhir masa bakti legislatif periode 2009 — 2014,
terjadi perubahan kebijakan hukum. DPR membuat Undang —

undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,

mber 2014, yang isinya

!\ “ ..& DPRD. Dalam

asil pemilihan,

Perppu
<7

dan dapat memengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran
berikutnya atau penetapan calon terpilih. (Pasal 156 ayat (2)
Perppu Nomor 1 Tahun 2014) Perppu Nomor 1 Tahun 2014
tersebut disetujui DPR (Periode 2014 — 2019) pada persidangan

berikutnya dan diundangkan menjadi Undang — undang Nomor 1
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Tahun 2015 ditetapkan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan.

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil

Pihak yang tidak menerima putusan Pengadilan Tinggi dapat
mengajukan permohonan keberatan ke MA paling lama 3 hari
sejak putusan Pengadilan Tinggi dibacakan. MA memutuskan

permohonan keberatan paling lama 14 hari sejak diterimanya
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permohonan. Putusan MA Bersifat final dan mengikat. (Pasal 157
ayat (6), (7), dan (8) Perppu Nomor 1 Tahun 2014).

Peserta pemilihan Gubernur yang dapat mengajukan keberatan

: ' , arat selisih suara dengan
\ b

“u\‘ .@ il penghitungan

jumlah selisih

ota yang dapat

afgani oleh hakim ad

eh MA. Mahkamah

sengketa pemilihan paling lama 14 hari sejak perkara diregister.
Pihak yang tidak menerima putusan Pengadilan Tinggi dapat
mengajukan keberatan ke MA paling lama 3 hari sejak putusan

pengadilan dibacakan. MA memutuskan keberatan dalam waktu 14
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hari sejak permohonan diterima. (Pasal 1 angka 28 dan Pasal 159
Perppu Nomor 1 Tahun 2014).

Periode ketiga ini dapat dikatakan periode di atas kertas saja,

Undang — undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Undang — undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang — undang. Materi perubahan

di antaranya tentang penyelenggaraan pemilihan menjadi secara
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serentak (Widodo, 2018: 95) dan mekanisme penyelesaian
sengketa hasil pemilihan melalui badan peradilan khusus.

Keberadaan peradilan khusus tidak dijelaskan berada di

pangan  untuk

gan penyelesaian
ansisional sampai
MK menjalankan
ngan tegas, namun

dibentuk sebelum

pemilihan serentak, MK memberlakukan pedoman beracara yang
berbeda dengan pedoman yang berlaku dalam sengketa hasil
pemilukada, di antaranya tentang subjek hukum yang mempunyai
legal standing, objek permohonan, serta batas waktu pengajuan

dan pemeriksaan perkara.
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Tidak ditemukan definisi resmi tentang pemohon dalam
pedoman beracara, namun secara umum dapat dijabarkan bahwa

pemohon adalah pihak yang merasa haknya dirugikan atas

i [ el ite
‘\l‘..ﬁ gmohon adalah

tidak mampu untuk bertindak selaku pihak di muka persidangan
perselisihan hasil pemilihan serentak.
Pasangan calon peraih suara terbanyak yang akan ditetapkan

sebagai pasangan calon terpilih mempunyai kepentingan langsung

terhadap perkara yang diajukan pemohon. Pasangan calon tersebut
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menjadi subjek hukum yang dapat berkedudukan sebagai pihak
terkait.

Adapun subjek hukum yang dapat menjadi termohon, sama

adalah keputusan termohon
tentang tapa 1o suara hasil pemilihan yang
memengaruhi terpilihnya pasangan calon. Berbeda halnya dengan
perselisinan hasil pemilukada sebelum serentak yang mengenal
objek perkara berupa penetapan perolehan suara yang signifikan
yang dapat memengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran

berikut yang menggunakan sistem dua putaran, apabila peraih
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suara terbanyak belum mecapai 30%. Adapun dalam pemilihan
serentak, peraih suara terbanyak langsung ditetapkan menjadi

pasangan calon terpilih.

gketa pemilihan serentak

‘ ‘ ‘ﬁ‘.“‘ .ea ptara pasangan

a8 perhitungan selisih
g dituangkan dalam

5 Tahun 2015.

penduduk. Antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara
terbanyak, berdasarkan penetapan yang suara oleh termohon.
(Pasal 6 PMK Nomor 5 Tahun 2015). Cara perhitungan selisih
perolehan suara diubah dalam Pasal 158 ayat (1) dan (2) Undang —

undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni dihitung dari total suara sah
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hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh
KPU/KIP Aceh Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, atau yang ditetapkan oleh KPU/KIP Aceh

dan Wakil Bupati serta

LIS AU

sidang panel atau sidang pleno untuk pemeriksaan pendahuluan.
Keterangan pihak terkait diajukan paling lambat dua hari setelah
sidang panel atau sidang pleno untuk pemeriksaan pendahuluan.

(Pasal 19 ayat (1) Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015).
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Pemeriksaan perkara dilaksanakan melalui pemeriksaan
pendahuluan dan pemeriksaan persidangan. Dalam pemeriksaan

pendahuluan didengar penjelasan pemohon mengenai pokok

setelah sidang pemeriksaan pendahuluan selesai dilaksanakan.
Pemeriksaan  persidangan  meliputi  pemeriksaan  pokok
permohonan, pemeriksaan alat bukti tertulis, mendengarkan
keterangan pemohon, termohon dan pihak terkait, mendengarkan

keterangan saksi, mendengarkan keterangan ahli, pemeriksaan
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rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa
yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk,

serta pemeriksaan alat bukti lain. (Pasal 27 ayat (1), (2), dan Pasal

an Penyelenggara
pihak-pihak yang
n atas permintaan
sebagai pemberi

sedang diperiksa.

MK dapat menjatuhkan putusan sela apabila dipandang perlu.
Putusan sela dijatuhkan sebelum putusan akhir untuk melakukan
atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek
sengketa, yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan

akhir. Pengambilan putusan MK dilakukan dalam RPH setelah
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pemeriksaan persidangan dipandang cukup. Pengambilan putusan
MK dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan

pendapat hukum para hakim. Dalam hal musyawarah tidak

putusan MK dilakukan

45 hari adalah hari Kalender. (Pasal 1 angka 28 Undang — undang
Nomor 8 Tahun 2015). Makna hari terjadi perubahan menjadi hari
kerja berdasarkan putusan MK Nomor 105/PUU-XI11/2015.
Pemberlakuan norma tentang hari adalah hari kerja hanya berlaku

untuk pemeriksaan perkara di MK saja, sedangkan makna hari
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dalam pemeriksaan pelanggaran proses di badan pengawas,

sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara serta proses pidana

pemilihan di peradilan umum, berlaku sesuai bunyi norma dalam

hukum yang dapat dijadikan solusi untuk menentukan lembaga penyelesai
sengketa hasil pemilihan kepala daerah di masa mendatang.
1. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan

kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan

83



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

konstitusi dan prinsip Negara hukum sesuai dengan tugas dan

wewenangnya.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi secara konstitusional diatur dalam

pemilukada dalam pasal 1 angka 2 Undang — undang Nomor 22 Tahun
2007 adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil
kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
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Sejalan dengan berlakunya Undang — undang Nomor 22 Tahun 2007,
pasal 236C Undang — undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang — undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

aganan perselisihan hasil

‘ ‘ “!“‘ .$$ ada Mahkamah
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latihan dan lain-lain kegiatan yang tidak langsung menunjang tugas-tugas
MK. (Widodo, 2018: 14).

Peralihan itu memberi MK wewenang tambahan mengadili dan
memutus sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah melalui

perubahan Undang — undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
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Pemerintahan Daerah. Wewenang tambahan yang dimaksud bersifat
sementara, dapat dikatakan merupakan “sisa-sisa” dari keberlakuan

Undang — undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Konstitusi mengatasi
p umum kepala

terakhir yang

MK hanya berwenang mengadili perselisihan hasil pemilu. (Palguna,
2018: 207).

Sejak 2008 hingga 2018, MK telah menangani sebanyak 982 perkara
perselisinan hasil Pemilukada. Tahun 2008 MK menerima sejumlah 27

perkara, selanjutnya pada tahun 2009 sebanyak 3 perkara, pada tahun

86



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

2010 dan 2011 masing-masing sebanyak 230 perkara dan 132 perkara.
Sementara pada tahun 2012, MK menangani sejumlah 105 perkara, dan

pada tahun 2013 sebanyak 192 perkara telah diselesaikan oleh MK.

014 ada yang ditangani MK

““ .?“ ersebut juga

Q% usi, terutama dalam hal ini
perkara pengujia . 2 ’ ang terpaksa harus ditunda sidang-
sidangnya, dikarenakan penyelesaian sengketa pemilukada dibatasi jangka
waktunya hanya 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya
permohonan. Padahal, pengujian Undang — undang itulah yang merupakan
“Mahkota” Mahkamah Konstitusi. Sebab, fungsi utama Mahkamah

Konstitusi di mana pun di dunia ini adalah melaksanakan constitutional
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review, yang salah satu bentuknya adalah judicial review dan secara

historis judicial review adalah cikal bakal lahirnya gagasan tentang

Mahkamah Konstitusi. (Palguna, 2018: 2015).

ngsi utama Mahkamah

alah satu peradilan

untuk mengadili

Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang — undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Hadirnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tingkat banding
adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari

keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. (Asshiddigie, 2016 : 1).
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Kewenangan khas dari pengadilan Tata Usaha Negara adalah
kemampuannya untuk mengadili perkara keputusan administrasi

(beschikking). Dimaksud sebagai keputusan Tata Usaha Negara adalah

pemilihan umum,

lihan umum juga

konkret, individual dan final bagi para pihak yang memiliki akibat hukum
bagi para pihak dalam pemilu/pemilihan.

Namun, dalam pasal 2 Undang — undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan: “Tidak termasuk dalam

pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang — undang ini :
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.... g Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah,
mengenai hasil pemilihan umum.”

Ketentuan dalam Pasal 2 huruf g Undang — undang Peradilan Tata

‘g‘g’ praktik dimana
el

= venangan untuk

nangan sengketa
sebagai pemutus

sendiri telah

terdapat pihak yang tidak puas terhadap putusan Bawaslu sebagai lembaga
banding administrasi, maka dapat langsung mengajukan banding ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Menurut Fitra Arsil, Bawaslu memang diberikan kewenangan sebagai

lembaga banding administrasi yang dapat melakukan penegakkan hukum
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pada produk-produk keputusan KPU semisal penetapan pasangan calon,
penetapan Daftar Pemilih Tetap dan penetapan proses Pemilihan. (Ayuni,

2018 : 211). Namun menurutnya penetapan hasil suara merupakan sebuah

S W

hasil akhir sebuah proses

Q@ a0 administrasi

baga banding

Aternatif lainnya adalah” dengan menggunakan Majelis Khusus Tata
Usaha Negara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 472 Undang —
undang Pemilu (Undang — undang Nomor 7 Tahun 2017). Disebutkan
bahwa Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilihan memiliki

kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa proses
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pemilu yakni manakala terdapat partai politik atau calon peserta pemilu
yang tidak lolos verifikasi KPU, penetapan pasangan calon dan pencoretan

daftar calon tetap. (Pasal 472 Undang — undang Nomor 7 Tahun 2017).

aje ‘ &, Usaha Negara Pemilu
“‘ .O@ g di lingkungan
Alah hakim yang

tiga tahun dan

di Peradilan Tata Usaha Negara.

Penulis menilai bahwa adanya perangkat hukum yang sudah cukup
mumpuni yang dimiliki oleh Mahkamah Agung terkait Majelis Khusus
Tata Usaha Negara Pemilihan memiliki peluang untuk diberikan tambahan

kewenangan untuk menangani sengketa hasil perselisihan. Adanya
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kecenderungan bahwa perselisihan hasil pemilihan terlebih dahulu harus
ditentukan oleh masuk tidaknya ambang batas selisih suara sebagaimana
preseden MK pada pilkada serentak 2015 dan 2017 membuat Pengadilan

"

0

Sty
5

anganan sengketa

adalah Korea Selatan,

ditangani langsung oleh , sedangkan Pemilu lainnya ditangani oleh
pengadilan banding. Namun, putusan pengadilan tersebut dapat diajukan
upaya hukum ke MA. Ada pula MA yang membentuk kamar khusus untuk

menangani sengketa Pemilu. Misalnya MA Nepal yang membentuk

93



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Constituent Assembly Court, khusus untuk menangani sengketa Pemilu
parlemen pusat. (Gaffar, 2013: 67).

Dengan model kelembagaan peradilan pemilu dimasing-masing

Daik itu terkait desain

sistem hukum
muskan desain
ada baiknya kita
ekurangan sistem

inggi Tata Usaha

wibawa Peradilan Tata Usaha Negara jika kekuatan politik yang kalah
mempertanyakan keputusan yang dibuat, (2) Keputusan yang dibuat tidak
selalu tepat waktu karena perkara yang harus ditangani pengadilan sangat

banyak, (3) Pemilihan hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak
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melibatkan dewan perwakilan akan mengurangi konsensus politik.
(Internasional IDEA, 2010: 18).

Melihat uraian diatas tentu tidak ada sistem penyelesai sengketa yang

aian sengketa memiliki
“!H\“‘ .’U dipilih  sistem

disi dan sistem

pemilihan oleh
an suatu delegasi
an wewenangnya

meliputi wilayah

Timbul pertanyaan, apakah badan peradilan khusus pemilihan masih
ditempatkan menjadi bagian dari Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang ada di bawahnya atau tidak? Sebagaimana telah disinggung
sebelumnya, Mahkamah Agung sesungguhnya telah menolak diberi tugas

tambahan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah.
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Dapat diartikan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara kurang tepat
rasanya jika ia dijadikan sebagai pengadilan khusus pemilihan. Maka

penolakan Mahkamah Agung dapat dimaknai bahwa kewenangan ini

lan badan peradilan yang

e a0 yang ada di

da kasus tindak

an kewenangan
nggi Tata Usaha

aikan oleh Yusril

penetapan pasangan pemenang pada hakikatnya adalah putusan TUN.
Sebagai putusan pejabat TUN maka yang paling berwenang mengadilinya
adalah pengadilan TUN. Namun untuk lebih cepat, maka langsung PT
TUN. Namun PT TUN membuka sidang seperti pengadilan tingkat

pertama, bukan memeriksa berkas seperti pemeriksaan banding. PT TUN
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dapat membatasi waktu pemeriksaan perkara Pemilihan misalnya 30 hari
kerja sejak perkara didaftarkan. Mengingat hakim tinggi TUN cukup

banyak, maka mereka dapat membentuk beberapa majelis, tidak hanya

ngketa pemilihan
eglara seperti Brazil,
memiliki Badan

khusus pemilihan

mear Nt

e

en@figani  penyelesaian

dapat dilaksanakan dengan menggali keadilan substantif, demi terciptanya
kepastian hukum dalam pesta demokrasi pemilihan.

Badan peradilan khusus yang dibentuk untuk menangani sengketa
Pemilihan merupakan solusi terbaik atas permasalahan kewenangan MK

sebagai pemutus akhir sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang tidak
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memiliki legitimasi dari konstitusi. Hal ini juga dapat membuat MK
berfokus pada problematika konstitusi karena pada dasarnya MK adalah

The Guardian of Contitution yang tidak boleh diintervensi hal-hal lainnya.

melalui badan
8 Tahun 2015
d ndang Nomor 8
ang — undang 10
perselisihan hasil

&
o
&

oy
)

khusus, dibentuk

\ 3

v
samping itu, jika
[

A ) %)
=

menghasilkan kajian terkalt lembaga pemilu baik secara teori hukum
kepemiluan maupun kajian ilmu politik. Selain itu, peradilan khusus yang
dimaksud belum jelas bagaimana struktur dan cara kerjanya. Sekalipun
sudah diatur, namun keberadaan badan peradilan khusus masih dalam

wacana. Butuh waktu untuk mendesain badan peradilan khusus yang nanti
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akan berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan serentak
nasional yang diperkirakan akan terlaksana pada tahun 2027. (Harun,

2016: 3).

il
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sendiri, dengan posisi sejajar dengan kedua lembaga yudisial tersebut,
yang disebut dengan Mahkamah Pemilihan. Namun, langkah ini
memperoleh hambatan dengan terlebih dahulu melakukan amandemen
Konstitusi, UUD 1945. Sementara perubahan Konstitusi merupakan

perkara yang tidak gampang, dibutuhkan momentum tepat melakukannya.
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Ketiga, Peradilan Khusus Pemilihan yang bersifat Semi Peradilan.
Langkah ini ditempuh dengan melakukan perubahan atas Undang —

undang Pemilu dan Undang — undang Pilkada, dengan menyisipkan

2 eRjadi dasar.pe (oY
,@“ b LTSS Mol
~

dan pelaksanaan tugas-

Qa‘ geradilan, quasi

pemilihan, namun

buka ruang untuk

berwenang menyelesaikan  tidak hanya sengketa hasil pemilihan,
melainkan juga menyelesaikan sengketa-sengketa yang muncul dalam
penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Kecuali pelanggaran etik tetap
menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan

Umum (DKPP) juga dalam hal penegakan hukum pada kasus tindak
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pidana pemilihan tetap berada di bawah nauangan Mahkamah Agung yaitu
Peradilan Umum. Di ikuti dengan sengketa hasil pemilihan umum yang

tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi kecuali ditentukan lain

melakukan perubahan

‘ ‘ “““ .’@ masuk dalam

(Saragih, 2017:

um yang relevan

pemilihan hakim pengadilan pemilu didasarkan pada pertimbangan
partisan. (International IDEA, 2010: 18).
Terhadap isi hukum pembentukan badan peradilan khusus untuk saat

ini dirasa kurang efektif mengingat dalam waktu dekat pesta demokrasi
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pemilihan akbar yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024
di 415 kabupaten dan 93 kota. (Nurhalimah, 2017: 25).

Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih dalam lagi terkait sengketa

giiun 2017 Tentang

alam pengawasan,

pemilu dan pilkada terhadap segala sesuatu yang diperintahkan oleh
Peraturan Perundang — undangan serta kepatuhan peserta pemilu dan
pemilihan dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang -

undangan dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.
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Dalam perjalanannya, Bawaslu secara kelembagan mengalami
penguatan secara bertahap. Pasca amandemen UUD 1945, Ketua Bawaslu

RI, Abhan dalam kata sambutannya pada buku yang di tulis Fritz Edward

mengatakan ada 4 fase

‘ “H\“‘ .Q@ atan Bawaslu

sat dipermanenkan

Undang — undang ini kelembagaan Bawaslu kembali diperkuat dengan
dipermanenkannya panitia pengawas pemilu di tingkat Provinsi menjadi
Bawaslu Provinsi, dan secara kewenangan dalam Undang — undang ini

Bawaslu diberikan kewenangan untuk menangani sengketa pemilu.
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Keempat, Undang — undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang — undang
ini memberikan dampak besar bagi kelembagaan Bawaslu. Bawaslu

diberikan kewenangan yang besar dan signifikan. Secara kelembagaan,

Ik mengadili. Hal
it dewasa ini.
peradilan khusus

Bawaslu dihadapkan
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menjadi sebuah

-

Usulan untuk mentranStformasi Bawaslu sebagai badan peradilan
khusus yang bersifat otonom ini erat kaitannya dengan model
perbandingan dengan Negara-negara amerika latin, khususnya Brazil dan
Meksiko. Brazil dan Meksiko membentuk pengadilan khusus pemilu

otonom diluar badan peradilan yang sudah ada. Brazil membentuk
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Tribunal Superior Electoral (TES). Sementara Meksiko membentuk
Tribunal Electoral Del Poder Judicial De La Federacion (TEPJF).

Manfaat utama dari pembentukan peradilan khusus yang bersifat otonom

Sengketa Konsumen (BPSK) dan Komisi Informasi Pusat (KIP). (Siregar,
2018: 91-94).

Ada juga yang berpendapat dalam beberapa kajian ilmiah oleh para
ahli hukum kepemiluan berpendapat bahwa yang sesuai dengan penerapan

hukum di Indonesia sebagai Lembaga yang menyelesaikan sengketa hasil
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pemilihan kepala daerah adalah Lembaga peradilan. Seperti yang telah

diuraikan di atas. Jadi, dengan memberikan kewenangan menerima,

memeriksa dan mengadili sengketa hasil pemilihan kepada badan

pengawasan yang bebas dan mandiri akan menjadi ajang kontestasi yang
dipenuhi  kecurangan. Berangkat dari pemahaman itulah yang
menempatkan pengawasan Pemilu sebagai “kebutuhan dasar” (basic an
objective needs) dari setiap Pemilu yang digelar, baik secara nasional

maupun secara lokal di tiap daerah dalam Pemilihan menjadi penting.
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Keberadaan Bawaslu diharapkan dapat mendorong pelaksanaan tahapan

Pemilu berjalan dengan baik. (Harun, 2016: 16-17). Undang — undang

Nomor 10 tahun 2016 pasal 157 ayat 1 yakni berupa dibentuknya badan

dijadikan dasar. Pertama, Sejak tahun 2012, melalui Undang — undang
Nomor 8 Tahun 2012, pembentuk Undang — undang telah memberikan
kewenangan penyelesaian sengketa pemilu kepada Bawaslu, termasuk
sengketa Tata Usaha Negara pemilu; Kedua, Bawaslu dan Bawaslu

Propinsi telah telah didesain menjadi sebuah lembaga tetap atau permanen
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sesuai Undang — undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara
Pemilu; Ketiga, desain awal kelembagaan Bawaslu memang untuk

mengawal penyelenggaraan pemilu, namun dengan kewenangan

ola ata va dang Nomor 10 Tahun
.giu ]

<>

Bawaslu justru
sengketa, baik

penyelenggara

Kabupaten/kota.

Terhadap  keputusan Bawaslu, baik Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/kota sebagai peradilan khusus dalam penyelesaian sengketa
pemilihan nantinya didesain sebagai Peradilan pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final dan mengikat (final and binding). Putusan akhir
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yang inkracht dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi. Putusan final
and binding dimaksudkan agar putusan tersebut dapat langsung

dilaksanakan (self executing). Selain itu, Bawaslu ini didesain memiliki

pelanggaran administrasi
ea dan Majelis
e@ Bawaslu, akan
q dari jalur hakim
i akademisi atau
luan. Ini untuk

putusan dalam

bersama seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemilihan, termasuk
masyarakat luas.

Berkaca pada masyarakat Eropa, di sana tidak ada lembaga pengawas
pemilu seperti halnya Bawaslu di Indonesia. Kultur dan kesiapan mereka

dalam berdemokrasi dipandang baik. Tetapi, di Negara Indonesia ini,
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Lembaga Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih dibutuhkan, dalam
pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilihan. (Husen, 2019: 3).

Dengan demikian, tugas pengawasan pemilu oleh Bawaslu dan jajaran

gsi pengawasan Bawaslu

| \ S
"% ‘\‘ .é . pasyarakat atau
pe WSe]ﬂiLiW ‘ ugas aktif yang
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulag

Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 97/PUU-X1/2013 dinyataka
Pasal 236C Undang — undang Nomor 12 Tahun 2008 bertentangan dengan
UUD 1945, sehingga MK tidak berwenang lagi untuk menyelesaikan

sengketa hasil Pemilukada langsung. Membuktikan isi dari putusan ini
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adalah pemilukada tidak menjadi bagian pemilu berdasarkan pasal 22E
UUD 1945. Hal ini berpengaruh terhadap wewenang MK secara normatif

Pasal 24C UUD 1945 hanya berwenang atas seketa hasil pemilu di Pasal

Jan norma hukum baru

rakyat sekaligus
a hasil pemilihan

A. Ketiga, di PT

AkAANY

, Periode ini dapat
uncul sengketa atas

ndang membentuk

AR

undang Nomor 8 Tahun 2015 tertanggal 18 Maret 2015. Keempat, di
Mahkamah Konstitusi (2015) sampai dengan terbentuknya Peradilan
Khusus. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini merupakan kewenangan

konstitusional yang bersifat sementara.
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2. Penanganan perselisihan hasil pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi pada

dasarnya pemilihan kepala daerah adalah sengketa ketatanegaraan tetapi

kewenangan yang diberikan inkonstitusional. Berbeda dengan penanganan

esti dilakukan perubahan
p‘\'\‘ .? —

1 0 eradilan Tata
putusan panitia
allg hasil pemilihan
egara. Walaupun

keta perselisihan

akhir sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang tidak memiliki
legitimasi dari konstitusi. Keberadaan peradilan khusus sampai saat ini
tidak dijelaskan berada di lingkungan mana. Jika dibentuk peradilan
khusus yang baru, maka menelan biaya besar dan membutuhkan waktu

lama. Oeh karena itu, solusi terbaik terhadap penyelesai sengketa hasil
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pemilihan kepala daerah di masa mendatang adalah dengan

memberdayakan lembaga yang sudah ada. Dengan demikian, biaya besar

yang juga tidak memerlukan waktu lama pada setiap tahapannya dapat

2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

. Sebaiknya lembaga yang diberi wewenang dalam hal menerima,

memeriksa dan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala
daerah di masa mendatang adalah Bawaslu saat ini ditranformasi menjadi

lembaga yang akan menjalankan fungsi peradilan pemilihan dimaksud.
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